
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 954, 2020 KEMEN-KP. ASN. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Jabatan dan Kelas Jabatan. 

Pencabutan. 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 /PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang 

Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 14/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas 

jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. bahwa untuk penyesuaian nomenklatur jabatan di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 

adanya peningkatan kelas jabatan untuk jabatan 
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administrator dan pengawas lingkup pusat, berdasarkan 

hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang telah mendapatkan 

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, perlu mengganti Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-

KP/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 tentang Jabatan 

dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

6. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 275); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.05/2017 

tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1701); 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

www.peraturan.go.id



2020, No. 954 
-4- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau 

yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

6. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan 

sifat, jenis, dan beban pekerjaaan serta besaran 

tunjangan kinerja. 
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7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada 

capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran 

bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan 

jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan. 

 

BAB II 

JABATAN DAN KELAS JABATAN 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan 

jabatannya. 

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi; 

b. Jabatan Administrasi; dan 

c. Jabatan Fungsional. 

(3) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 3 

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki 

Kelas Jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatan. 

(2) Kelas Jabatan bagi pegawai Badan Layanan Umum di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

ditetapkan oleh Direktur Badan Layanan Umum. 

(3) Daftar nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan untuk 

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

sebagai salah satu komponen pemberian Tunjangan Kinerja. 
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